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Dinamika Tata Kelola Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Mario 
 

Yenni Bahar Said1), Muh. Rohady Ramadhan2), Sandi Lubis3) 
 

Abstrak  

Penyediaan layanan air bersih merupakan layanan publik dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa 
dan berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyediaannya di tingkat desa 
sering menghadapi berbagai tantangan tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tata kelola 
pemerintah desa dalam penyediaan layanan air bersih di Desa Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang, 
mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model tata kelola yang adaptif dan 
partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan 
melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara tematik 
dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola air bersih dibentuk 
melalui praktik policy co-creation yang melibatkan pemerintah desa, unit pengelola, dan masyarakat secara 
kolaboratif. Tata kelola berlangsung secara adaptif melalui koordinasi informal dan responsivitas terhadap 
kebutuhan warga, meskipun menghadapi keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Keberlanjutan layanan 
sangat ditentukan oleh kapasitas kolaboratif, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah desa sebagai 
fasilitator dalam penciptaan nilai publik. 

Kata Kunci: Tata kelola desa; layanan air bersih; pembuatan kebijakan bersama; pelayanan publik; partisipasi 
masyarakat  

Abstract  

The provision of clean water services is a fundamental public service under the responsibility of village governments and 
has direct implications for community welfare. However, its implementation at the village level often encounters governance 
challenges. This study aims to analyze the governance dynamics of the village government in delivering clean water services 
in Mario Village, Sidenreng Rappang Regency, identify supporting and inhibiting factors, and formulate an adaptive and 
participatory governance model. A qualitative approach with a case study design was employed. Data were collected through 
in-depth interviews, participatory observation, and document review, and analyzed using the Miles, Huberman, and 
Saldana interactive analysis model supported by NVivo software. The findings reveal that clean water governance is shaped 
by policy co-creation practices involving the village government, management units, and the community collaboratively. 
Governance operates adaptively through informal coordination and responsiveness to residents’ needs, despite infrastructure 
and budget limitations. Service sustainability is largely determined by collaborative capacity, community participation, and 
the village government’s role as a facilitator in creating public value. 

Keywords: Village governance; clean water services; policy co-creation; public services; community participation 
 

 
 
 
 
PENDAHULUAN  

Penyediaan air bersih merupakan layanan 
publik dasar yang memiliki implikasi langsung 
terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas 
ekonomi, serta kualitas pembangunan sosial di 
tingkat lokal (Siti, 2018). Di Indonesia, tanggung 
jawab penyelenggaraan layanan dasar tersebut 
semakin diperkuat melalui kerangka desentralisasi, 

khususnya setelah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang 
menempatkan pemerintah desa sebagai aktor 
strategis dalam penyediaan pelayanan publik bagi 
masyarakat. Namun demikian, berbagai penelitian 
menunjukkan bahwa penyediaan layanan air bersih 
di wilayah pedesaan masih menghadapi tantangan 
struktural yang signifikan, seperti keterbatasan 
infrastruktur, lemahnya kapasitas kelembagaan 
pengelola, serta perencanaan yang belum 
sepenuhnya berbasis data dan kebutuhan 
masyarakat (Avessina et al., 2025; Herawati et al., 
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2021; Rauf, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan 
bahwa keberhasilan penyediaan layanan air bersih 
tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana 
teknis, tetapi juga oleh kualitas tata kelola yang 
mampu mengintegrasikan kapasitas institusi, 
koordinasi antaraktor, dan partisipasi masyarakat 
dalam proses pelayanan publik. 

Kondisi tersebut juga tercermin dalam 
praktik penyediaan layanan air bersih di Desa 
Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang. Temuan 
awal penelitian menunjukkan bahwa tata kelola 
layanan air bersih di desa ini masih menghadapi 
sejumlah keterbatasan kelembagaan, antara lain 
belum optimalnya perencanaan berbasis data, 
struktur kelembagaan pengelola air bersih yang 
relatif lemah, serta mekanisme koordinasi 
antaraktor yang belum terlembaga secara formal. 
Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam 
proses pengelolaan layanan cenderung bersifat 
situasional dan lebih banyak terjadi melalui 
mekanisme komunikasi informal. Kondisi tersebut 
menciptakan dinamika tata kelola yang menarik 
untuk dikaji lebih lanjut, terutama dalam 
memahami bagaimana pemerintah desa, pengelola 
layanan, dan masyarakat berinteraksi dalam 
merespons keterbatasan sumber daya dan menjaga 
keberlanjutan layanan air bersih di tingkat lokal. 
Sejumlah penelitian sebelumnya mengenai layanan 
air bersih di tingkat desa umumnya lebih banyak 
menyoroti aspek teknis penyediaan infrastruktur 
dan kapasitas kelembagaan formal (Setiawan et al., 
2022; Willetts et al., 2022). Meskipun penting, 
pendekatan tersebut sering kali belum sepenuhnya 
menjelaskan bagaimana layanan publik tetap dapat 
berjalan dalam konteks desa yang memiliki 
keterbatasan institusional. Dalam perspektif New 
Public Service, pelayanan publik dipahami sebagai 
proses kolaboratif yang melibatkan interaksi antara 
pemerintah dan warga dalam menciptakan nilai 
publik melalui praktik partisipasi dan kerja sama 
multipihak. Perspektif ini membuka ruang analisis 
mengenai bagaimana praktik policy co-creation dan 
interaksi informal antaraktor dapat berfungsi 
sebagai mekanisme adaptif dalam mengatasi 
keterbatasan struktural tata kelola di tingkat desa 
(Faruq et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian ini 
berupaya mengisi celah kajian dengan menelaah 

dinamika tata kelola penyediaan layanan air bersih 
melalui pendekatan yang menekankan pada 
interaksi aktor, proses kolaboratif, serta 
pembentukan nilai publik dalam konteks lokal 
(Widiono et al., 2024). 

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata 
kelola pemerintah desa dalam penyediaan layanan 
air bersih di Desa Mario, mengidentifikasi faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas 
pengelolaannya, serta merumuskan model tata 
kelola yang lebih adaptif dan partisipatif untuk 
mendukung keberlanjutan layanan publik di tingkat 
desa. Secara akademik, penelitian ini diharapkan 
dapat memperkaya kajian mengenai lokal 
governance dan pelayanan publik desa, khususnya 
dalam memahami bagaimana praktik kolaboratif 
dan interaksi antaraktor membentuk penyediaan 
layanan dasar di tingkat lokal. Secara praktis, 
temuan penelitian ini juga memberikan implikasi 
kebijakan bagi pemerintah desa dan pemangku 
kepentingan terkait dalam memperkuat tata kelola 
layanan air bersih yang lebih responsif, inklusif, dan 
berkelanjutan (Thapa et al., 2021). 

TINJAUAN PUSTAKA 
Kerangka teoretis diperlukan untuk 

menganalisis tata kelola penyediaan layanan air 
bersih di tingkat desa. Kerangka teoretis ini harus 
memberikan penjelasan tentang prinsip-prinsip 
normatif tata kelola serta dinamika interaksi antara 
aktor dalam proses pelayanan publik. Oleh karena 
itu, paradigma New Public Service (NPS) dan 
perspektif Good Governance digunakan sebagai 
landasan analisis yang saling melengkapi. 

1. Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Good 
Governance 

Tata kelola pemerintahan desa merujuk 
pada proses penyelenggaraan kewenangan lokal 
yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Governance, 
seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, 
efektivitas, dan responsivitas (Andi, 2025). Prinsip-
prinsip tersebut menjadi indikator normatif dalam 
menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan 
desa, khususnya dalam pengelolaan pelayanan 
publik. Transparansi menekankan keterbukaan 
informasi kepada masyarakat, sementara 
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akuntabilitas menuntut adanya 
pertanggungjawaban atas penggunaan sumber 
daya publik (Istifazhuddin, 2025). Partisipasi 
berfungsi memastikan bahwa kebijakan yang 
dihasilkan mencerminkan kebutuhan masyarakat, 
sedangkan efektivitas dan responsivitas berkaitan 
dengan kemampuan pemerintah desa dalam 
memberikan layanan yang tepat guna dan adaptif 
terhadap dinamika lokal (Sanchez-hernandez et al., 
2021). 

Dalam kerangka otonomi desa, kualitas tata 
kelola menjadi faktor kunci dalam menentukan 
keberhasilan penyediaan layanan dasar, termasuk 
air bersih. Dengan demikian, Good Governance 
menyediakan kerangka normatif mengenai 
bagaimana tata kelola seharusnya dijalankan dalam 
konteks pemerintahan desa (Yulianti, 2023). 

 

2. Pelayanan Publik dalam Perspektif New Public 
Service (NPS) 
 Paradigma New Public Service (NPS) 
mengutamakan aspek relasional dan prosesual 
dalam pelayanan publik. Ini membedakannya dari 
pendekatan normatif Good Governance. Pemerintah 
diposisikan sebagai fasilitator untuk melayani 
warga (melayani warga) melalui proses diskusi, 
kerja sama, dan pemberdayaan masyarakat 
(Rønshaugen et al., 2024). Menurut perspektif ini, 
pelayanan publik adalah hasil dari interaksi antara 
pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan 
nilai publik, bukan hasil dari administrasi. Konsep 
co-production, juga dikenal sebagai co-creation, sangat 
penting untuk NPS karena masyarakat terlibat 
secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi layanan yang diberikan (Edelmann, 2021). 
Metode ini menekankan bahwa keberlanjutan 
layanan publik sangat dipengaruhi oleh seberapa 
baik hubungan kolaboratif antara pemerintah dan 
warga (Nuamcharoen, 2024). 
 Secara konseptual, Good Governance dan New 
Public Service setuju bahwa partisipasi, akuntabilitas, 
dan fokus pada kepentingan publik adalah prioritas 
utama. Meskipun demikian, kedua perspektif 
tersebut saling melengkapi karena mereka bekerja 
pada tingkat analisis yang berbeda. Sementara NPS 
menjelaskan cara orang berinteraksi dan proses 
sosial yang memungkinkan prinsip-prinsip tata 

kelola pemerintahan yang ideal, Good Governance 
memberikan kerangka normatif yang menjelaskan 
prinsip-prinsip ideal tersebut (Kalalo et al., 2023). 

Dengan kata lain, praktik co-production 
dalam NPS membentuk prinsip partisipasi dalam 
Good Governance, dan interaksi langsung antara 
pemerintah dan masyarakat dalam proses 
pelayanan mewujudkan akuntabilitas dan tanggung 
jawab (Abdallah et al., 2024). Dengan 
menggabungkan kedua perspektif ini, kita dapat 
melakukan analisis yang lebih menyeluruh tentang 
standar kualitas tata kelola. Ini juga memungkinkan 
kita untuk memahami cara antaraktor lokal bekerja 
sama untuk menerapkannya. Kombinasi kedua 
kerangka ini penting untuk penyediaan layanan air 
bersih di desa karena mereka dapat menjelaskan 
bahwa keberhasilan layanan tidak hanya 
bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip tata 
kelola formal, tetapi juga pada kemampuan aktor 
lokal untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan 
menyesuaikan diri dengan kendala yang ada 
(Bhattarai et al., 2023). Oleh karena itu, Good 
Governance memberikan kerangka struktural dan 
normatif untuk menjalankan tata kelola 
pemerintahan desa, sementara New Public Service 
(NPS) memberikan dimensi praksis yang menjiwai 
melalui kerja sama, keterlibatan, dan interaksi 
antara antaraktor dalam pembentukan nilai publik 
(Refania’ et al., 2024). 

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji 
tata kelola penyediaan layanan air bersih di Desa 
Mario. Penelitian dilaksanakan pada Desember 2025 
di Desa Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang. 
Serangkaian kegiatan lapangan yang melibatkan 
interaksi langsung dengan Penelitian ini melibatkan 
delapan informan kunci yang dipilih secara 
purposive sampling berdasarkan keterlibatan mereka 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan layanan air 
bersih di Desa Mario. Informan penelitian berjumlah 
lima orang yang dipilih secara purposive 
berdasarkan keterlibatan dalam pengelolaan dan 
pemanfaatan layanan air bersih, terdiri dari Kepala 
Desa, Sekretaris Desa, satu pengelola unit air bersih, 
dan dua tokoh masyarakat. Pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi 
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partisipatif, dan studi dokumentasi. Dokumen yang 
dianalisis meliputi APBDes, RKPDes, laporan 
teknis, dan arsip kelembagaan desa (Avessina et al., 
2025).  

Proses analisis dilakukan secara simultan sejak 
pengumpulan data berlangsung, mengikuti model 
analisis interaktif oleh Miles et al (2014) yang 
mencakup pengorganisasian dan penyaringan data 
lapangan, pengembangan kategori tematik, serta 
interpretasi temuan secara iterative untuk 
membangun pemahaman komprehensif mengenai 
tata kelola air bersih. Proses pengodean data 
dibantu menggunakan perangkat lunak NVivo. 
Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber 
dan teknik, serta member checking untuk memastikan 
validitas temuan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Hasil Pengodean Data 
Wawancara 

 
Gambar 1. Hasil Pengkodean Data Wawancara 

Sumber: Diolah Penulis, 2026 

Berdasarkan hasil pengodean data wawancara 
menggunakan perangkat lunak NVivo sebagaimana 
ditunjukkan pada visualisasi persentase coding, 
penelitian ini mengidentifikasi empat tema utama 
yang membentuk dinamika tata kelola penyediaan 
layanan air bersih di Desa Mario, yaitu Policy Co-
Creation, Governance, Implementasi dan Dampak, 
serta Hambatan dan Upaya. Distribusi pengodean 
menunjukkan bahwa tema Policy Co-Creation 
memiliki persentase kemunculan tertinggi sekitar 
19%, diikuti oleh tema Implementasi dan Dampak 
sebesar 17,8%, Governance sebesar 12,5%, serta 
Hambatan dan Upaya sekitar 11,3%. Pola ini 

menunjukkan bahwa diskursus informan lebih 
banyak menekankan pada proses interaksi dan 
kolaborasi antaraktor dalam penyediaan layanan air 
bersih dibandingkan pada aspek kelembagaan 
formal semata. Temuan ini penting karena 
mengindikasikan bahwa praktik penyediaan air 
bersih di Desa Mario tidak sepenuhnya dibentuk 
oleh mekanisme kebijakan formal yang bersifat top-
down, melainkan berkembang melalui proses 
interaksi antara pemerintah desa, unit pengelola 
layanan, dan masyarakat sebagai pengguna 
layanan. Dengan kata lain, tata kelola layanan air 
bersih di desa lebih mencerminkan proses sosial dan 
kolaboratif dibandingkan sekadar implementasi 
kebijakan administratif. Dari perspektif tata kelola 
publik, kondisi ini menunjukkan bahwa praktik 
pelayanan air bersih di tingkat desa seringkali 
berkembang melalui mekanisme adaptif berbasis 
relasi sosial dan komunikasi informal, terutama 
ketika kapasitas kelembagaan formal masih 
terbatas. Hasil ini sejalan dengan pandangan 
tentang tata kelola kolaboratif dalam struktur New 
Public Service, yang menekankan betapa pentingnya 
antaraktor bekerja sama dan bekerja sama sebagai 
mekanisme utama dalam penyediaan layanan 
publik di tingkat lokal. 

Policy Co-Creation dalam Penyediaan Layanan Air 
Bersih 

 
Gambar 2. Hasil Analisis Policy Co-Creation 

Sumber: Diolah Penulis, 2026 

Tema Policy Co-Creation muncul sebagai 
dimensi paling dominan dalam hasil pengodean, 
yang menunjukkan bahwa proses pembentukan 
kebijakan dan pengelolaan layanan air bersih di 
Desa Mario sangat dipengaruhi oleh keterlibatan 
masyarakat dan aktor lokal. Hasil analisis word cloud 
memperlihatkan kata-kata kunci seperti 
masyarakat, layanan, pengelola, pemerintah, 
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partisipasi, dan perbaikan, yang menggambarkan 
bahwa relasi antara pemerintah desa dan 
masyarakat bersifat interaktif. Dalam praktiknya, 
masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima 
layanan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif 
menyampaikan informasi mengenai kondisi 
distribusi air, kerusakan jaringan, maupun 
kebutuhan perbaikan. Berdasarkan hasil wawancara 
dengan informan desa, diketahui bahwa laporan 
masyarakat sering menjadi sumber utama bagi 
pengelola untuk mengetahui gangguan teknis di 
lapangan.  

“Biasanya kami tahu ada kerusakan itu dari 
laporan warga. Jadi, kalau ada yang mengeluh 
air tidak mengalir, kami langsung cek dan 
jadikan itu prioritas perbaikan.” (Hasil 
Wawancara, 2025) 

Hal ini menunjukkan bahwa proses 
pengelolaan layanan air bersih sangat bergantung 
pada informasi yang berasal dari masyarakat 
sebagai pengguna layanan langsung. Kondisi ini 
menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan air 
bersih di desa tidak sepenuhnya dirumuskan 
melalui mekanisme birokratis formal, tetapi 
berkembang melalui interaksi antara pengalaman 
masyarakat dan respons pemerintah desa. Dalam 
konteks ini, masyarakat berfungsi sebagai aktor 
yang turut berkontribusi dalam proses produksi 
layanan publik, bukan hanya sebagai penerima 
manfaat. 

Dari perspektif teori New Public Service, 
praktik tersebut mencerminkan konsep co-
production atau co-creation, di mana warga negara 
dilibatkan secara aktif dalam proses pelayanan 
publik. Paradigma ini menekankan bahwa 
keberhasilan pelayanan publik tidak hanya 
bergantung pada kapasitas pemerintah, tetapi juga 
pada kemampuan membangun kemitraan antara 
pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, 
dominannya tema policy co-creation dalam penelitian 
ini menunjukkan bahwa keberlanjutan layanan air 
bersih di Desa Mario sangat dipengaruhi oleh 
tingkat partisipasi masyarakat dan kualitas 
komunikasi antara pengelola dan warga. Temuan 
ini sekaligus menjelaskan bahwa praktik tata kelola 
di tingkat desa seringkali lebih efektif ketika 
kebijakan dikembangkan melalui proses dialog dan 

kolaborasi yang responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. 

 
 

Dimensi Governance dalam Tata Kelola Air Bersih 
Desa 

 
Gambar 3. Hasil Pemetaan Relasi Antartema 

Sumber: Diolah Penulis, 2026 

Hasil pemetaan relasi antartema 
menunjukkan bahwa dimensi governance berperan 
sebagai simpul penghubung antara proses policy co-
creation dan implementasi layanan air bersih di Desa 
Mario. Pemerintah desa berperan sebagai 
koordinator yang menjembatani kepentingan 
masyarakat, unit pengelola, serta keterbatasan 
sumber daya yang tersedia. Koordinasi pengelolaan 
air bersih umumnya dilakukan melalui komunikasi 
langsung antara aparat desa, pengelola layanan, dan 
masyarakat ketika terjadi gangguan distribusi atau 
kebutuhan perbaikan jaringan. Informasi terkait 
kondisi layanan juga disampaikan secara terbuka 
kepada masyarakat, meskipun mekanisme 
transparansi tersebut masih bersifat sederhana. 
Temuan ini menunjukkan bahwa praktik tata kelola 
layanan air bersih di Desa Mario masih bersifat 
adaptif dan belum sepenuhnya terinstitusionalisasi 
dalam mekanisme formal. Pola koordinasi yang 
berkembang lebih banyak bertumpu pada relasi 
sosial, komunikasi langsung, serta respons 
situasional antaraktor. Dalam perspektif tata kelola 
publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk 
informal governance, yaitu praktik pengelolaan yang 
berkembang di luar struktur kelembagaan formal 
namun tetap berfungsi dalam mengoordinasikan 
tindakan kolektif. Keberadaan mekanisme informal 
ini menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas 
institusional tidak selalu menghambat 
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penyelenggaraan layanan publik, melainkan 
mendorong munculnya pola koordinasi yang 
fleksibel dan kontekstual. Namun demikian, 
ketergantungan pada praktik informal juga 
berpotensi menimbulkan kerentanan dalam aspek 
akuntabilitas dan keberlanjutan layanan apabila 
tidak diimbangi dengan penguatan kelembagaan 
formal. 

Implementasi Kebijakan dan Dampaknya 
terhadap Layanan Air Bersih 

Tema implementasi dan dampak 
menunjukkan bagaimana kebijakan pengelolaan air 
bersih dijalankan serta dirasakan langsung oleh 
masyarakat. Implementasi layanan dilakukan oleh 
unit pengelola desa yang bertanggung jawab 
terhadap distribusi air, pemeliharaan jaringan, serta 
penanganan gangguan teknis seperti kerusakan 
pipa atau gangguan listrik. Dalam praktiknya, 
kualitas layanan lebih banyak dinilai dari 
kemampuan pengelola merespons keluhan 
masyarakat secara cepat. Respons terhadap laporan 
warga menjadi indikator penting bagi masyarakat 
dalam menilai efektivitas layanan air bersih di desa. 

Temuan ini menunjukkan bahwa 
implementasi kebijakan air bersih di Desa Mario 
bersifat situasional dan problem-solving, 
menyesuaikan dengan kondisi lapangan serta 
keterbatasan sumber daya desa. Dengan demikian, 
efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh 
desain kebijakan formal, tetapi juga oleh 
kemampuan aktor lokal dalam mengadaptasi 
kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat. 

Hambatan dan Upaya dalam Pengelolaan Air 
Bersih 

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai 
hambatan yang memengaruhi keberlanjutan 
layanan air bersih di Desa Mario, terutama 
keterbatasan infrastruktur, kerusakan jaringan 
distribusi, gangguan pasokan listrik, serta 
keterbatasan anggaran pemeliharaan. Kendala 
tersebut menyebabkan pengelola sering 
menghadapi kesulitan dalam melakukan perbaikan 
jaringan secara permanen. Meskipun demikian, 
pemerintah desa dan unit pengelola menunjukkan 
berbagai upaya adaptif untuk menjaga 
keberlanjutan layanan, seperti melakukan 
perbaikan sementara, meningkatkan koordinasi 

dengan masyarakat, serta memanfaatkan sumber 
daya lokal dalam proses pemeliharaan jaringan. 
Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan 
layanan air bersih di desa tidak hanya bergantung 
pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada 
kapasitas adaptif aktor lokal dalam merespons 
permasalahan, mengelola sumber daya secara 
kolektif, serta membangun praktik kolaboratif 
sebagaimana ditekankan dalam perspektif New 
Public Service 

Integrasi Policy Co-Creation, Governance, dan 
Implementasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika 
tata kelola penyediaan layanan air bersih di Desa 
Mario terbentuk melalui keterkaitan antara policy co-
creation, governance, dan implementasi kebijakan 
yang saling memengaruhi. Policy co-creation 
tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam 
menyampaikan informasi mengenai kondisi 
distribusi air, gangguan jaringan, serta kebutuhan 
perbaikan layanan. Informasi tersebut kemudian 
menjadi dasar bagi pemerintah desa dan unit 
pengelola dalam menentukan langkah operasional. 

Dimensi governance berperan sebagai 
mekanisme koordinasi yang menghubungkan 
proses perumusan kebijakan dengan implementasi 
di lapangan. Pemerintah desa bertindak sebagai 
fasilitator yang menjembatani kepentingan 
masyarakat, pengelola teknis, serta keterbatasan 
sumber daya yang dimiliki desa. Integrasi antara 
kedua dimensi tersebut tercermin dalam 
implementasi layanan air bersih yang bersifat 
adaptif dan responsif terhadap kebutuhan 
masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa 
keberhasilan layanan air bersih di tingkat desa tidak 
hanya ditentukan oleh kekuatan institusi formal, 
tetapi juga oleh kemampuan kolaboratif antara 
pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola 
layanan secara responsif dan berkelanjutan. 

 

 

PENUTUP 
Kesimpulan   

Studi ini menunjukkan bahwa pemerintah 
desa, unit pengelola, dan masyarakat bekerja sama 
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untuk membangun tata kelola penyediaan layanan 
air bersih di Desa Mario. Proses pengelolaan tidak 
sepenuhnya bergantung pada mekanisme formal; 
sebaliknya, itu dibentuk melalui kolaborasi dalam 
pembuatan undang-undang, komunikasi informal, 
dan partisipasi masyarakat dalam menyediakan 
layanan yang dibutuhkan. 

Keberlangsungan layanan dipengaruhi oleh 
faktor pendukung berupa keterlibatan masyarakat 
dan koordinasi antaraktor, serta faktor penghambat 
seperti keterbatasan infrastruktur, gangguan teknis, 
dan keterbatasan anggaran. Dalam konteks tersebut, 
aktor lokal menunjukkan kapasitas adaptif melalui 
berbagai upaya responsif, seperti perbaikan 
sementara, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan 
sumber daya lokal untuk menjaga keberlanjutan 
layanan. 

Penelitian ini menghasilkan model tata 
kelola layanan air bersih yang berbasis nilai publik 
dan kolaborasi. Model ini menekankan fungsi 
pemerintah desa sebagai fasilitator dan fasilitator 
partisipasi masyarakat, serta koordinasi adaptif 
untuk mendukung layanan yang responsif dan 
berkelanjutan. 

Saran 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah Desa Mario harus memperkuat 
institusionalisasi tata kelola layanan air bersih 
dengan membuat regulasi sistematis yang 
mencakup prosedur operasi standar (SOP), sistem 
pengaduan yang terdokumentasi, dan mekanisme 
pelaporan. Penting juga untuk memprioritaskan 
peningkatan kemampuan manajemen dan teknis 
pengelola, terutama dalam hal perencanaan berbasis 
data, pengelolaan anggaran, dan penanganan 
gangguan teknis. Untuk meningkatkan 
keberlanjutan dan akuntabilitas layanan, partisipasi 
masyarakat juga perlu diperkuat melalui forum 
musyawarah dan skema co-production yang lebih 
terorganisir. Di tingkat yang lebih luas, evaluasi 
keberlanjutan model tata kelola yang dihasilkan 
diperlukan, termasuk dukungan dari pemerintah 
daerah serta penelitian lanjutan yang menggunakan 
metodologi komparatif. 
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